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Abstract

The high number of violations of children's rights in Indonesia, including cases involving children as
perpetrators or victims, shows the need for a more humane approach to resolution. This study examines the
implementation of restorative justice as a humanitarian-based solution in resolving children's rights cases
at the investigation stage by the Indonesian National Police, especially the Women and Children Protection
Unit (PPA), through a normative research method with a conceptual approach, which is analyzed
qualitatively and descriptively. Data were obtained from secondary data through a literature review, which
was then analyzed thematically to identify factors that support the success of the implementation of
restorative justice. The results of the study show that this approach can restore children's rights through
mechanisms such as diversion, penal mediation, counseling, and collaboration with social institutions
supported by legal frameworks such as the Child Protection Law, the SPPA Law, and the Chief of Police
Regulation Number 8 of 2021. However, challenges in the form of a lack of understanding of law
enforcement officers and limited resources hinder the optimal implementation of this approach. Research
recommendations include increasing the capacity of investigators through intensive training, cross-agency
cooperation, and strengthening requlations.
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Abstrak

Tingginya angka pelanggaran hak anak di Indonesia, termasuk kasus yang melibatkan anak
sebagai pelaku atau korban, menunjukkan perlunya pendekatan penyelesaian yang lebih
manusiawi. Penelitian ini mengkaji penerapan keadilan restoratif sebagai solusi berbasis
kemanusiaan dalam penyelesaian kasus hak anak pada tahap penyidikan oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), melalui metode
penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif dan
deskriptif. Data diperoleh dari data sekunder melalui kajian pustaka, yang selanjutnya dianalisis
secara tematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penerapan
keadilan restoratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat memulihkan hak
anak melalui mekanisme seperti diversi, mediasi penal, konseling, dan kolaborasi dengan
lembaga sosial yang didukung oleh kerangka hukum seperti UU Perlindungan Anak, UU SPPA,
dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Namun, tantangan berupa minimnya pemahaman
aparat penegak hukum dan keterbatasan sumber daya menghambat optimalnya implementasi
pendekatan ini. Rekomendasi penelitian meliputi peningkatan kapasitas penyidik melalui
pelatihan intensif, kerja sama lintas instansi, dan penguatan regulasi. Kesimpulannya, keadilan
restoratif merupakan solusi hukum dan instrumen untuk mewujudkan keadilan berlandaskan
kemanusiaan dan harmoni sosial yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Anak-anak, diversi, konseling, mediasi, keadilan restoratif.
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1. Pendahuluan

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang diakui secara
universal sebagai hak fundamental yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi
oleh setiap negara (Chapman, Brunelli, Forman, & Kaempf, 2023). Pentingnya
perlindungan ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional dan
nasional, termasuk Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), yang
telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
(Ridwan, Jaya, & Imani, 2022). Konvensi ini menegaskan hak-hak anak, seperti hak
untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan, serta
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidupnya. Pada
tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjadi
dasar hukum utama yang mencerminkan komitmen negara dalam melindungi anak
dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. ((Hidayat &
Muhammad, 2023).

Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa pelanggaran hak anak di
Indonesia masih menjadi masalah signifikan (Padang, Sofyan, & Gunawan, 2023).
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan lebih dari 11.000 kasus
pelanggaran hak anak pada tahun 2022, dengan kekerasan fisik, psikis, dan seksual
sebagai kasus dominan (Syahrin, 2023). Pelaku pelanggaran sering kali berasal dari
lingkungan terdekat anak, seperti keluarga dan komunitas, yang membuat
penanganannya semakin kompleks (Elis, Komariah, & Nurbayani, 2023). Pendekatan
penyelesaian yang umumnya bersifat retributif sering kali tidak memperhatikan
kebutuhan anak sebagai korban maupun pelaku, sehingga berpotensi menimbulkan
trauma jangka panjang dan stigma sosial.

Sebagai solusi alternatif, konsep restorative justice telah mendapatkan perhatian
dalam penyelesaian kasus yang melibatkan anak (Sirait & Cahyaningtyas, 2019;
Sodik, 2024). Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara korban,
pelaku, dan masyarakat melalui dialog, rekonsiliasi, dan tanggung jawab bersama
(Gustiyani, 2023). Dalam konteks anak, restorative justice bertujuan untuk
memulihkan hak anak, baik sebagai korban maupun pelaku, dengan melibatkan
keluarga, masyarakat, dan penegak hukum. Mekanisme seperti mediasi, konseling,
dan diversi diterapkan untuk menghindari pemenjaraan anak dan mendukung
pemulihan psikologis serta reintegrasi sosial. Nilai-nilai lokal Indonesia, seperti
musyawarah dan gotong royong, turut mendukung relevansi pendekatan ini dalam
menciptakan keseimbangan antara keadilan, pemulihan, dan rehabilitasi (Hasibuan,
2022).

Dalam konteks penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
di Kepolisian Republik Indonesia, restorative justice memiliki urgensi yang tinggi.

154



P-ISSN: 3046-692X, E-ISSN: 3046-6911

Prinsip utama perlindungan anak, yaitu kepentingan terbaik bagi anak, menuntut
pendekatan yang humanis dan memperhatikan karakteristik unik anak, seperti aspek
psikologis dan sosial mereka. Penyelesaian perkara anak nakal tidak hanya bertujuan
untuk menghukum, tetapi juga membimbing anak agar dapat memahami
kesalahannya, memperbaiki perilakunya, dan kembali berperan aktif dalam
masyarakat (Sumiadi, Rasyid, & Asmara, 2017).

Namun, terdapat kekosongan penelitian terkait implementasi restorative justice
dalam kasus hak anak di Indonesia, khususnya pada tingkat tapak dan perspektif
anak sebagai korban maupun pelaku. Sebagian besar kajian sebelumnya lebih
menyoroti aspek normatif dan kebijakan tanpa mendalami dinamika
implementasinya atau efektivitas pendekatan ini dalam menangani kasus-kasus
spesifik. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami
faktor-faktor keberhasilan restorative justice, seperti peran mediator, keterlibatan
komunitas, dan dukungan kebijakan.

Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi restorative justice dalam
penyelesaian kasus hak anak di Indonesia dengan pendekatan studi kasus kualitatif.
Dengan memusatkan perhatian pada anak sebagai korban dan pelaku, penelitian ini
memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan organisasi
masyarakat dalam meningkatkan pelaksanaan pendekatan ini. Hasilnya diharapkan
tidak hanya memperkaya literatur akademik tentang perlindungan anak, tetapi juga
mendorong pengembangan praktik yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam
menciptakan keadilan berbasis kemanusiaan.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian normatif
dengan pendekatan konseptual, yang dianalisis menggunakan metode kualitatif
deskriptif. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian
terhadap prinsip, norma, dan konsep hukum terkait penerapan restorative justice
dalam penyelesaian kasus hak anak. Dalam pendekatan konseptual, peneliti
mengeksplorasi berbagai gagasan dan teori hukum yang mendasari penerapan
restorative justice, khususnya dalam konteks perlindungan anak di Indonesia. Analisis
kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam
berdasarkan data yang relevan tanpa memanipulasi informasi yang ada.

Proses penelitian diawali dengan pengumpulan data sekunder dari berbagai
sumber, termasuk dokumen hukum, literatur akademik, laporan lembaga terkait,
dan hasil penelitian sebelumnya. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis
secara tematik untuk mengidentifikasi pola atau tema utama yang relevan dengan
penerapan restorative justice pada kasus hak anak. Analisis ini dilakukan secara
sistematis, dengan mengelompokkan informasi berdasarkan isu-isu kunci seperti
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perlindungan hak anak, mekanisme mediasi, dan efektivitas pendekatan dalam
mencegah pelanggaran hak anak.

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan gambaran
komprehensif mengenai penerapan restorative justice sebagai solusi manusiawi dalam
melindungi hak anak. Pendekatan normatif-konseptual ini memungkinkan peneliti
untuk mengkaji efektivitas restorative justice dalam konteks hukum anak secara
holistik, sekaligus menawarkan perspektif teoretis yang memperkaya literatur
tentang keadilan restoratif di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Hak Anak
Pendekatan restorative justice menjadi alternatif yang humanis dalam penyelesaian

kasus hak anak (Scholl & Townsend, 2024). Pendekatan ini bertujuan untuk
memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana, baik antara korban dan
pelaku, maupun dengan masyarakat secara umum (Hapsari, 2024; Ramli, Hidaya, &
Muharuddin, 2023). Karena menurut Pratama (2023), tujuan keadilan restoratif
adalah memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk
memperbaiki akibat tindak pidana yang telah dilakukan, dengan menggunakan
kesadaran dan keyakinan sebagai dasar perbaikan kehidupan sosial (konsep
memandang keadilan bukan dari satu sisi, tetapi melihatnya dari berbagai pihak,
baik untuk kepentingan korban, pelaku, maupun masyarakat).

Dalam konteks kasus anak, restorative justice mencakup upaya pemulihan untuk
anak sebagai korban serta proses perbaikan perilaku bagi anak sebagai pelaku tindak
pidana (Ramli et al., 2023). Melalui mekanisme ini, penyelesaian konflik dilakukan
dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan komunitas, sehingga solusi yang
dihasilkan berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Tahapan penting dalam
proses ini mencakup pemilihan mediator, persiapan pertemuan, mediasi, hingga
penentuan solusi yang disepakati bersama.

Pada tahap awal, pemilihan mediator yang kompeten menjadi kunci keberhasilan
proses mediasi. Mediator bertugas menciptakan lingkungan yang aman dan saling
menghormati, sehingga korban, pelaku, dan pihak terkait dapat menyampaikan
perspektif mereka secara terbuka. Persiapan pertemuan melibatkan pengaturan
waktu dan tempat yang nyaman serta pembahasan tujuan mediasi, yaitu mencari
solusi yang berkeadilan tanpa menambah trauma bagi pihak yang terlibat. Proses
mediasi dilakukan dengan memberi ruang bagi korban dan pelaku untuk berbicara
secara terbuka mengenai pengalaman mereka, dengan bimbingan mediator untuk
menjaga komunikasi tetap konstruktif. Pemilihan mediator yang tepat menjadi kunci
dalam kelancaran proses mediasi karena mereka harus mampu menyeimbangkan
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posisi antara korban dan pelaku serta memastikan bahwa suara anak tetap didengar
dengan adil (Nascimento, Andrade, & de Castro Rodrigues, 2023).

Hasil akhir dari proses ini adalah solusi yang disepakati bersama (Nasution, Lubis,
& Idris, 2024), yang sering kali mencakup langkah-langkah pemulihan psikologis,
pendidikan, atau dukungan sosial bagi anak yang terlibat. Pendekatan ini
menitikberatkan pada keadilan restoratif, di mana anak sebagai pelaku diberikan
kesempatan untuk memperbaiki perilaku, sementara anak sebagai korban menerima
dukungan yang memadai untuk pulih dari dampak tindak pidana. Dalam
praktiknya, restorative justicc memberikan dampak jangka panjang dengan
membantu kedua belah pihak melanjutkan kehidupan mereka secara lebih baik
(Fernando, 2020).

Namun, penerapan konsep ini di lapangan tidak selalu mudah. Tantangan seperti
minimnya pemahaman aparat terhadap prinsip restorative justice (Pratiwi, Ardi, &
Rosdiana, 2019; Sugama et al., 2024) dan kurangnya fasilitas pendukung sering kali
menjadi penghambat. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang berkesinambungan
bagi penyidik serta penyediaan tenaga pendamping dan mediator yang memadai
untuk memastikan implementasi berjalan efektif (Lin, Chen, & Wu, 2023). Restorative
justice telah terbukti sebagai pendekatan yang mampu menciptakan penyelesaian
kasus hak anak yang lebih manusiawi, dengan tetap menjaga keharmonisan sosial
(Sugama et al., 2024).

3.2 Peran Penyidik dalam Menerapkan Restorative Justice pada Perkara Anak Nakal

Penyidik Polri, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA),
memainkan peran strategis dalam penerapan restorative justice pada perkara anak
nakal (Ardiansyah, Aisyah, & Asni, 2022). Salah satu tugas utama penyidik adalah
mengidentifikasi kesempatan untuk melaksanakan diversi, yaitu pengalihan perkara
anak dari jalur peradilan formal ke pendekatan non-represif. Diversi menjadi jantung
restorative justice sesuai amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menggariskan pentingnya penyelesaian
perkara melalui mediasi penal (Syakirin, 2021). Penyidik bertindak sebagai fasilitator
dalam proses ini, memastikan kepentingan korban dan pelaku diakomodasi secara
adil (Setiawan, Sastro, & Zulfan, 2024).

Penyidik juga diwajibkan menjalankan pendekatan ramah anak, menghindari
intimidasi, dan memastikan komunikasi yang mendukung perkembangan emosional
anak (Rizanizarli, Mahfud, Pratama, & Fikri, 2023). Dalam proses penyidikan,
keterlibatan konselor atau psikolog sangat diperlukan untuk mendampingi anak agar
kondisi mental mereka tetap terjaga. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga sosial
seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia
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(KPAI) menjadi langkah strategis untuk memberikan pembinaan rehabilitatif kepada
anak yang terlibat dalam perkara pidana.

Tantangan lain yang sering dihadapi adalah kurangnya sumber daya pendukung,
seperti ketersediaan tenaga ahli di bidang psikologi anak dan mediator yang terlatih.
Dalam menghadapi kendala ini, penting bagi institusi Polri untuk meningkatkan
kapasitas melalui pelatihan intensif dan penguatan kerja sama lintas lembaga. Selain
itu, penyidik harus mampu memanfaatkan regulasi yang ada untuk menciptakan
solusi penyelesaian perkara yang adil dan berorientasi pada rehabilitasi sosial.

Melalui peran yang optimal, penyidik tidak hanya menjadi penegak hukum, tetapi
juga agen perubahan yang berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung bagi
anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, restorative
justice mampu menjadi pendekatan yang tidak hanya mengatasi masalah hukum,
tetapi juga memulihkan harmoni sosial dalam masyarakat.

3.3 Integrasi Kerangka Hukum dalam Mendukung Restorative Justice untuk Perkara
Anak
Sinergi antara UU SPPA, UU Perlindungan Anak, dan Peraturan Kapolri No. 8
Tahun 2021 memberikan landasan hukum yang kokoh untuk penerapan restorative
justice pada perkara anak. Ketiga regulasi ini menegaskan prinsip perlindungan anak
dan pendekatan keadilan restoratif sebagai upaya utama dalam menyelesaikan kasus
anak nakal (Riyadi, 2023). UU Perlindungan Anak memastikan bahwa setiap anak
memiliki hak atas perlakuan khusus, termasuk pendampingan hukum dan
rehabilitasi sosial. Sementara itu, UU SPPA memberikan panduan sistem peradilan
pidana yang lebih humanis, dengan diversi sebagai salah satu mekanisme utama.

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 menjadi pelengkap yang memberikan
pedoman teknis bagi penyidik untuk melaksanakan restorative justice secara efektif
(Hariyanto, 2023). Pasal 15 Perkap ini menekankan pentingnya mediasi penal sebagai
mekanisme untuk mencapai solusi damai yang berkeadilan bagi semua pihak.
Kolaborasi antara penyidik, keluarga, komunitas, dan lembaga sosial menjadi inti
dari pelaksanaan pendekatan ini. Dengan demikian, ketiga regulasi ini menciptakan
kerangka kerja yang komprehensif untuk mengakomodasi kepentingan anak sebagai
pelaku maupun korban.

Namun, tantangan tetap ada dalam pelaksanaan integrasi regulasi ini. Kurangnya
pemahaman sebagian aparat terhadap prinsip restorative justice dapat menghambat
implementasi yang optimal. Di sisi lain, keselarasan antar regulasi memungkinkan
penyidik untuk menjalankan pendekatan yang tidak hanya memenuhi aspek hukum,
tetapi juga mempertimbangkan dimensi psikologis dan sosial.
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Dengan adanya sinergi ini, sistem hukum Indonesia mampu menyediakan ruang
yang lebih inklusif dan humanis bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.
Keberhasilan penerapan restorative justice sangat bergantung pada konsistensi
pelaksanaan regulasi ini di tingkat penyidikan, sekaligus dukungan dari berbagai
pihak untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian kasus hak anak memberikan
solusi yang humanis dan berorientasi pada pemulihan, baik bagi korban maupun
pelaku. Penyidik Polri, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA),
memainkan peran strategis dalam menerapkan pendekatan ini melalui diversi,
mediasi penal, konseling, dan kolaborasi dengan lembaga sosial yang berpedoman
pada UU SPPA dan regulasi terkait. Sinergi antara kerangka hukum yang ada, seperti
UU Perlindungan Anak, UU SPPA, dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021,
menciptakan dasar yang kuat untuk melindungi hak anak dan mendukung
rehabilitasi sosial. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman aparat dan
sumber daya pendukung menjadi hambatan utama dalam implementasi optimal
restorative justice.

Peningkatan kapasitas aparat penyidik melalui pelatihan intensif tentang prinsip
dan praktik restorative justice menjadi langkah penting untuk mendukung
keberhasilan pendekatan ini. Selain itu, perlu diperkuat kerja sama lintas lembaga,
seperti dengan Balai Pemasyarakatan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia,
untuk menyediakan tenaga ahli yang kompeten dalam mediasi dan pendampingan
psikologis. Konsistensi dalam pelaksanaan regulasi yang ada dan penyediaan
sumber daya pendukung yang memadai akan memastikan pendekatan restorative
justice tidak hanya menjadi solusi hukum, tetapi juga alat untuk menciptakan
harmoni sosial yang berkelanjutan.
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